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DAFTAR PENGADAAN BARANG
TAHUN 2024
SKPD : DINAS KOMUNIKAS DAN INFORMATIKA
KAB/KOTA : KUPANG
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
‘ - DANA | _SPK/PERJANJIAN/ KONTRAK DPPASPMIKWITANS JUMLAH
ODE BARANG | NO A BARANG/ JENIS BARANG DALAM | ranGGall NOMOI TANGGAL | NomOR | BANYAKNYA | HARGA | HARGA BAIANG | LOKASI Dipergunakan di MERK/TYPE BAHAN
—BARANG | SATUAN (Ro) {Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
5.2.02 06 01 0002 1__|Peralatan Studio Video dan Film Fasilitasi | 165.667.50418-04.2024 PO-116244-240418-1 | 291223 [216221220] 3 unit | 49.750000- 149 259.000.- | _Kupang Bidang Infrastruktur | Utra HO,Raly Camera Metal
Virtual Meeting Ruang Pimpinan 01.0000/001/24 16.49 500 -
PPN 11%
Tota) 165.66..500.-
52021001 0002 2__|Kompuler All In One danlaptop 89910 000]24-05-24 | PO-1162442a05241 | 281223 216221220 1 unit | 18.000.000.. Acer Metal
01000000124 3 unit |21.000000- 81,000 000 Acer Metal
PPN 11% 8911000
ol 89.91).000
| ] ] ] | ] ] |
Jumiah Triwulan ] 1 ] ] ] 17 unit [~ | 255.577.500.-

Kupang, 30 Juni 2024

Pengurus Barang Pengguna
Hi )

MARIA IMBUT,SE
PENATA TK.| lliKd
NIP. 196805171993032008




No. BKU :

Kode Rekening : 2.16.03.1.02.0004
5.2.02.06.01.0002

Tahun Anggaran : 2024

KWITANSI
Sudah TerimaDari : Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur di - Kupang’
Banyaknya Uang . Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima
Ratus Rupiah

Untuk Pembayaran  : Dibayarkan Kepada Cv. Tiga Putra Pratama Belanja Modal Peralatan Studio
dan Film Fasilitasi Virtual Meeting Ruang Pimpinan ( Kamera ) sesuai Surat
Pesanan Nomor ; 000.3.1/263/KOMINFO.1 Tanggal 18 April 2024, Berita
Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 000.3.1/277/kominfo.1 tanggal 23
April 2024, Berita Acara Pembayaran Nomor : 000.3.1/149/Kominfo.1

tanggal 15 Mei Tahun Anggaran 2024
Terbilang :  Rp.165.667.500,-

Kupang, 15 Mei 2024

Yang menerima,

Nama : Yose Rizal

Alamat : Perumahan Bogenville Permai
Blok F Kel.Penkase Kec Alak.

NPWP - 1 90.542.301.8-922.000

Tanda Tangan :

Lunas dibayar 32
Pada Tanggal : 15 Mei 20R4

BENDAHARA
PENGELUARAN,

-

NATALIA HAKI, S.Tr.IP
NIP. 19991226 202108 2 001

@

0012 1003




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
. Jalan Palapa No. 11 Telp/Fax : (0380) 833122
Website : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id , www.ppidprov.go.id

Email : diskominfo@nttprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
NOMOR : 000.3.1/263 /KOMINFO.1
Tanggal : 18 April 2024

Paker]'aah : Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film -
Fasilitasi Virtual Meeting Ruang Pimpinan (Kamera)

Nilai Kontrak : Rp. 165.667.500,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam
Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Sudah termasuk Pajak — Pajak

Waktu Pelaksanaan . 14 (Empat Belas) Bulan
18 April 2024 s/d 02 Mei 2024

PENYEDIA:

CV. Tiga Putra Pratama
Perumahan Bogenvile Permai Blok F No. 3 RT.031 RW.007 Kelurahan
Penkase - Oelata Kec. Alak Kota Kupang

TAHUN ANGGARAN 2024
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR —————

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Palapa Nomor 11 Kupang 85111 Telp/Fax : (0380) 821294
Pos-el: diskominfo@nttprov.go.id, Laman : www.nitprov.go.id,
www_diskominfo.nttprov.go.id,

|
PERINTAH KERJA DINAS KOMUNIKAST DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

L (SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK:
| 000.3.1/263 /KOMINFO.1_tanggal 18 April 2024

=T PEKERJAAN :

f\m:u;ﬁ'i'ifntf“ SPK Ini mulal berlaku efektif terhitung sejak tanggal 18 April 2024 s/d 02 Mei |
: . i lesalan kesel n pek

Ssi Virtual Meeting 2024 diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana

' Pimpinan (Kamera) diatur dalam SPK ini.

i

R DANA: Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Komunikasi dan Informatka Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 Nomor
.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024 tanggal 29 Desember 2023. ( 5.2.02.06.01.0002) A

"U PELAKSANAAN PEKERJAAN: 14 (Empat Belas) Hari Kalender

Nilai Pekerjaan 3

Uraian Kuan Spesifikasi Satuan (Rp) | Total (Rp)
Pekerjaan | titas

Video Berkualitas Studio : Dengan desain
industrial premium dan sistem pencitraan
Ultra-HD, Rally Camera merupakan kamera
video mandiri terbaik dari Logitech®.
Dilengkapi dengan optik tingkat lanjut dan
teknologi terbary, Rally Camera
menghadirkan kineja premium  untuk
beragam bentuk dan ukuran ruang meeting

profesional
Belanja - Premium Ultra-HD ConferenceCam System
Modal with automatic camera control
| Peralatan - Resolution Up to 4K; 15x HD zoom
Studio Video - Four omnidirectional microphones forming
dan Film - eight acoustic beams
Fasilitasi 3 |- High-performance 3" (76mm) Speaker | 49.750.000,- | 149.250.000,00
Virtual driver with rare-earth magnet
Meeting - Single CAT6A cable connection to Rally
Ruang Display Hub
Pimpinan Unit Termasuk :
(Kamera) - Rally Camera
- Rally Display Hub |
- Rally Table Hub

- Rally Speaker (x1)

- Rally Mic Pod (x1)

- Remote control

- USB Type C to USB Type C
- USB Type A to USB Type B
- CAT6A Ethernet cable

- HDMI Type A (x2)




- A/C cables (x2)
- Power Supplies (x2)
- Dokumentasi

Total | 149.250.000
PPN 11% | 16.417.500
Jumiah | 165.667.500 | -

3ILANG : Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah, /
Sudah termasuk Pajak- Pajak

TRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang
rintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara
ih Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena
ilahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar
)00 (satu per seribu) dari total nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia’
yinas Komunikasi Dan Informatika Prov. NTT €V Tiga Rutra Pratama

Pejabat Pembuat Kog‘tmen TA. 2024
il

Emanuel Y. Lamawato, ST
NIP. 19801220 200903 1 001
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SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesual dengan volume, spesifikasi
teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

PENYEDIA JASA MANDIRI
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

HARGA SPK

8. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar 165.667.500,00 (Seretus Enam Puluh Lima Juta Enam
Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sudah termasuk Pajak - Pajek

b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungen, beban pajek dan biaya overhead serta biaya esuransi.

HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh
penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan

tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berfaku.

Hek kepemilikan etas peralatan dan barangbahan yang disediskan oleh PPK totap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus

dkembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir ateu jika tidak diperluken lagi oleh penyedia. Semua perslatan tersebut hqus

dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan ekibat pemakeian yang wajer.

CACAT MUTU

PPK aken memeriksa setiep hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacet mutu yang ditemuken.
PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjean yang dianggap oleh PPK

mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 1 (satu) Tahun setelah serah terima hesil pekerjaan dan
implementasi aplikasi.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku
atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termesuk dalam harga SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedla dilarang untuk mengalitkan dan/atau mensubkontrakkan sebaglan atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya
diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, beik sebagai akibat peleburan (merger) etau akibat lainnya.

JADWAL .

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal 18 April 2024 s/d 02 Mei 2024 penandatanganan o;olzpu-‘n pihak atau pada tanggel yang ditetapkan
dalam SP.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja 18 April 2024 s/d 02 Mei 2024 yéing tercantum dalam SP.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang tﬁtgntukan. _

d. Apebila penyedia berpendapet tidek dapat menyelesaikan pekerjaan sesuei jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan‘ penyedia
telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
adendum SPK.

ASURANSI
a. Penyediawajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan perelatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pel.tarja untuk
pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangen, serta risiko lein yang tidak depat diduga;
2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempet kerjanya; dan
3) periindungan terhadap kegagalan bangunan.
b. Besarnya esuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk delam harga SPK.

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa betas PPK beserta instansinya terhadep semua bentuk
tuntutan, tanggung jewab, kewsjiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan etau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenaken terhadap PPK beserta instansinya (kecuall kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian

berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulal Kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1) kehilangan etau kerusakan perelatan dan harta benda penyediadan Personil;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personi;

3) kehilangan atau kerusekan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
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18.

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggel penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau
kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusaken tersebut diakibatkan
oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

¢. Pertanggungan esurensl yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewsjiban penanggungan dalem syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hesil Pekerjaan etau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggel Mulai Kerja dan
batas ekhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan etau kerusakan
tersebut terjadi ekibet indaken atau kelalaian penyedia.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN :
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadep pelaksanaan pekerjean yang dilaksanakan oleh penyedia.Apabila
diperiukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakuken pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

PENGUJIAN

Jka PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacet Mutu yang tidek tercantum dalam Spefiﬁkasl
Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacet Mutu meka penyedia berkewsjiban untuk menanggung biaya pengujian
tersebut Jka tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN .

a. Kecuali SPK diputusken lebih awal, penyedia berkewsjban untuk memulai peleksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selembet-ambetnya pada Tanggal Penyelesaian
yang ditetapkan dalem SP. .

b. Jka pekerjaan tidek selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi etau karena kesalahan
etau kelalaian penyedia meka penyedia dikenakan denda.

c. Jka keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenaken kewajiban pembayaran ganti rugi.
Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjeng.

d. Tenggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan
pekerjaan.

b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjean.

c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat
kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaikimenyelesaikannya, atas perintah PPK.

d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima
oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifiket Garansi sebesar 5%
(ima perseratus) dari harga SPK.

JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajer
oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan etau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu ekibat desain,
bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang
ditetapkan dalam SSKK.

c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacatmutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan
Purnajual. .

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewsjiban untuk memperbeiki atau mengganti Barang dalem jangka wektu
yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut

e. JikaPenyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibet cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK ekan menghitung
biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK ekan melakukan perbeikan
tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayer biaya perbaikan etau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang digjukan secara
tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK deri nilal tagihan Penyedia.

f. Terlepas dari kewajban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam,

PERUBAHAN SPK )

a.  SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. PerubahanSPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: :
1) perubahan pekerjaan disebebkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihek dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan

dalam SPK;

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan ekibat adanya perubahan pekerjaan;
3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

c.  Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia delam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhl pelaksanaan pekerjaan;
2) keterflambatan pembayaran kepada penyedia;
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3) PPK tidek memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) PPK menginstruksikan kepada pihek penyedia untuk melakukan pengujien tambahan yang setelah dileksanakan pengujian termnyata tidak
ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidek dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

Jka Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban

untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

Ganti rugi hanya dapat dibayerkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diejukan oleh penyedia kepada PPK,

dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. :

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdaserkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang

digjukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan periunya tambahan waktu akibat Peristwa Kompensasi.

Penyedia tidek berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal etau lalei untuk memberikan

peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

a

b.

Jka terjadi Peristwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk
meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertmbangan Pengawas Pekerjaan
memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakuken melalui adendum
SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang disjukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a.
b.

Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudeh selesai atau terjadi Keadaan Kehar.

Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang teleh dicapai, termasuk:

1) Dbiaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia
kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) Dbiaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;

3) biaya langsung demobilisasi personil.

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatapemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat

dilakukan apabila:

1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewsjibannya dan tidek memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan;

2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta
tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

4) penyedia berada dalam keadaan pailit;

5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibt kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) deri harga SPK dan
PPK menilai bahwa Penyedia tidak ekan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

7) Pengawas Pekerjaan memerintahken penyedia untuk menunda pelaksanaan ataii kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut idak
ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum delam SPK;

9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemelsuan delam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang; dan/atau :

10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan kerena kesalahan penyedia:

1) penyedia membayar denda; dan/atau

2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terfibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN den/atau pelanggaran persaingan sehat

dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAYARAN
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepaketi dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

1) Pembayaran dilakukan secara sekggis 100% melalul Badan Keuangan Dgerah Provinsl NTT Cq. CV. Tiga Putra Pratamo(omor
Rekening 2176 0100 0220 30 BRI Unit Sudirman Kota Kupang; /

2) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasi pekerjaan;

3) pembayaran dilakukan dengan system sekaligus (LS);

4) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah dilaksanakan, tidek termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi
pekerjaan;

5) pembayeran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; .

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesal 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan

diterbitkan serta dengan bank garansi senilal sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan.




24

c. PPK dalam kurun wektu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat
permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi elasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta
penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesempingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-

kewsjiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewsjiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jka perselisihan tidak dapet diselesaikan
secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi etau keuntungan tidek sah lainnya baik
langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupekan pelanggaran yang mendasar
terhadap SPK ini.




. 9,% BERITA ACARA SERAH TERIMA
: . | : DN-240419-987
is a struggle .

1i dokumen Berita Acara Serah Terima Transaksi Mbizmarket, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

el Y. Lamawato PPK 2017
Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi NTT
| Palapa No. 11, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, INDONESIA, 85111

but PIHAK PERTAMA (Pembeli Barang/Jasa)
'E RIZAL

AISARIS TIGA PUTRA PRATAMA KUPANG
im bogenville permai , blok f 3, penkase oeleta. kupang - nusa tenggara timur, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur,

ONESIA, 85000
ebut PIHAK KEDUA (Penyedia Barang/Jasa)

agan ini menyatakan bahwa:
IAK KEDUA telah menyerahkan barang sesuai yang dijelaskan dibawah pada alamat tujuan sesuai dengan:

mor Purchase Order - PO-116244-240418-1
aggal Dikirim: : 19 April 2024

sa Pengiriman: : Lainnya

ymor Resi: : ELT_KOM_NTT
nggal Diterima: : 23 April 2024

ama Penerima: : Emanuel Y. Lamawato

IHAK PERTAMA telah memeriksa dan menerima dengan baik pesanan dengan rincian sebagai berikut:.

No. SKU Nama Produk Kuantitas
1. SKUS57872362835516 221121 Logitech Rally System Ultra HD Video Conference Cam 3
TOTAL KUANTITAS 3

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenamya yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA “ PIHAK PERTAMA
Penyedia Barang/Jasa PPK/KPA/PA

KOMISARIS TIGA PUTRA PRATAMA KUPANG PPK Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi NTT
NIP :
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Dinas Komunlkasi dan Informatika
provinsi NTT

JALAN PALAPA NO. 11, KOTA KUPANG,

o

|

=1
k 3 OEBOBO, NUSATENGGARA TIMUR,
-9 INDONESIA 85111
PURCHASE ORDER
RATAMA KUPANG
3 OGENVILLE PERMAI, BLOK F NO 3, PENKASE OELETA.
JPANG, NUSA TENGGARA TIMUR, KOTA KUPANG,
ENGGARA TIMUR,
»000
ajak Pembeli sebagai Wapu (Wajqb Pungut) Untuk Kepeﬂuan Operasional Dinas
PO-116244-24
e Order ! okl Alamat Pengiriman Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi NTT
sl PO 900.1.1 / 260/KOMINFO1/2024 Jalan Palapa no.11 INDONESIA Oebobo Kota
Kupang Nusa Tenggara Timur 85111
on QN-116244-240418-2
, . Alamat Taglhan Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi NTT
¢ Jalan Palapa no.11 INDONESIA Oebobo Kota
Dalam Pengiriman Kupang Nusa Tenggara Timur 85111
rchase Order 18 April 2024 10:24 WIB Catatan untuk Penjual Barang Baru harus sesuai spesfikasi dan siap
digunakan
Nama Produk_.m e Kdantltasu ;l—arga Satuan Pajak Total Harga
R i — AT BB TN L Tl S PRI e RS S|
Rp.
149.250.000,00 :
Logitech R stem Ultra HD Video Rp.
57872362835516 221121 i mnc:"gaﬂ a 3 Rp.  48.750.000,00 PPN-11% 16.417.500,00
PPh22-1.5% p.
(2.238.750,00)

;mman Lamnya

ing : Seratus Empat Puluh Tu;uh Juta Sebelas Ribu Dua Rarus lea Puluh RUPIG"'

Pengiriman dari lokasi penjual : Kota Kupang

R

Sub Total Rp.
PPN-11% Rp.
Total Blaya Penglrlman Rp.
mnsaksl rren Rp.
PPh 22 - 1.5% Rp.
“Total Pembayaran  Rp.

149.250.000,00
16.417.500,00
0 00

185 857.500 00
(2.238.750,00)

147.011.250,00

b i b o bt

it



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JI. Palapa Nomor 11 Kupang 85111 Telp/Fax : (0380) 821294
Pos-el: diskominfo@nttprov.go.id, aduan.diskominfo@nttprov.go.id
Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id, www.ppidutama.nttprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 900.1.7.1/216/KOMINFO1.2/KEP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa
Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Tahun Anggaran 2024,

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada
Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat
untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa
Tenggara Timur tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
sumber pendanaannya berasal dari APBD dan Perubahan
APBD Provinsi NTT pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); ’ -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

- Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Jndang - Undang Nomor 09 Tahun 2015




Menetapkan
KESATU

KEDUA

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanlLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) perubahan terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

: Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2024 :

Nama : Emanuel Yosep Lamawato, ST

NIP : 19801220 200903 1 001

Pangkat/Gol. : Penata TK. I / IlId

Sertifikat Ahli PBJ Tk Dasar Nomor : 031304237917521

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU Keputusan ini memiliki tugas pokok dan
kewenangan sebagai berikut:
a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
yang meliputi:
1) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa; :
Dalgm menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan
Kerja (KAK) tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis
dalam Renc 2 Umum Pengadaan dan masukan/
rekomendasi dari pengguna/ penerima akhir.
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3) Rancangan Kontrak.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
Menandatangani Kontrak;

Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan
Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;

me po o

Dokumen Inl telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balal Sertifikas! Elektronik (BSrE), BSSN




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada
Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pckeljaan kepada
- Pengguna Anggaran setlap triwulan;
i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumcn
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

chabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU Keputusan ini selain memiliki tugas pokok dan
kewenangan sebagaimana diatur pada Diktum KEDUA Keputusan
ini, dalam hal diperlukan, dapat:
a. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran:
1) Perubahan paket pekerjaan;
Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat
"terjadi perubahan total nilai paket pekerjaan maupun
Harga Satuan.
2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
3) Menetapkan tim pendukung;
Tugas pokok dan kewenangan serta pcrsyaratan tim
pendukung ditetapkan oleh PPK;
4) Menetapkan tim teknis atau tenaga ahli .

‘b. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan

kepada Penyedia Barang/Jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi NTT selaku Pengguna Anggaran

Segala biaya yang timbul akibat d1tetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan ditinjau kembali- apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 15 Desember 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Pembina Tingkat I
NIP. 197111152000121003

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang:

1.

2.

3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4

5

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balal Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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No. BKU p Tl
Kode Rekening : 2.16.03.1.02.0004
' 5.2.02.10.01.0002

Tahun Anggaran :° 2024

KWITANSI
Sudah TerimaDari : Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur di — Kupang
Banyaknya Uang :  Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran .: Dibayarkan Kepada Cv. Tiga Putra Pratama Belanja Modal Peralatan
: Personal Computer ( Komputer All In One dan Laptop ) Fasilitasi Virtual
Meeting dalam Kota sesuai Surat Perintah Kerja Nomor
000.3.1/373/KOMINFO.1 Tanggal 24 Mei 2024; Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Nomor : 000.3.1/382 /kominfo.l tanggal 28 Mei 2024, Berita
Acara Serah Terima Barang Nomor : 000.3.1/385/Kominfo.1 tanggal 29 Mei
2024 Berita Acara Pembayaran Nomor : 000.3.1/387/Kominfo.1 tanggal 29
Mei Tahun Anggaran 2024
PPN : Rp.8.910.000,-
PPh 22 : Rp. 1.215.000,-

Terbilang - Rp.89.910.000,-

Kupang, 19 Juni 2024

Yang menerima,

Nama : Yose Rizal

Alamat . Perumahan Bogenville Permai -
Blok F Kel.Penkase Kec Alak.

NPWP : 90.542.301.8-922.000

Tanda Tangan : ° JQASGEI~A y:

Lunas dibayar :
Pada Tanggal : 19 Juni 2024

__.-SETUJU DIBAYAR ' ‘
~~ PENGGUNA,ANGGARAN, BENDAHARA
N PENGELUARAN,

NATALIA HAKI. S.Tr.IP
“NIP. 19991226 202108 2.001 .




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Palapa No. 11 Telp/Fax : (0380) 833122

Website : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id , www.ppidprov.go.id

Email : diskominfo@nttprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
NOMOR : 000.3.1 /373 /IKOMINFO.1
TANGGAL : 24 MEI 2024

Pakerjaan . Belanja Modal Personal Computer - Fasilitasi virtual
meeting dalam kota ( Komputer All In One dan Laptop)

Nilai Kontrak : Rp. 89.910.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan
Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Sudah termasuk Pajak — Pajak

: 14 (Empat Belas) Hari Kalender
24 Mei 2024 s/d 06 Juni 2024

Waktu Pelaksanaan

PENYEDIA:

CV. Tiga Putra Pratama
Perumahan Bogenvile Permai Blok F No. 3 RT.031 RW.007 Kelurahan
Penkase - Oelata Kec. Alak Kota Kupang

TAHUN ANGGARAN 2024




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Palapa Nomor 11 Kupang 85111 Telp/Fax : (0380) 821294
Pos-el: diskominfo@nttprov.go.id, Laman : www.nttprov.go.id,
www.diskominfo.nttprov.go.id,

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Pengadaan Langsung Jasa Lainnya

RAT PERINTAH KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

(SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK :
000.3.1/ 373 /KOMINFO.1 tanggal 24 Mei 2024

PAKET PEKERJAAN :
3elanja Modal Personal
nputer - Fasilitasi virtual | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 24 Mei 2024 s/d 06 Juni

meeting dalam kota ( 2024 diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana
;omputer All In One dan diatur dalam SPK ini.
Laptop)

ABER DANA: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas
nunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/
/2024 tanggal 13 Mei 2024. (2.16.03.1.02.5.2.02.10.01.0002)

\KTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 14 (Empat Belas) Hari Kalender

Nilai Pekerjaan

) Uraian Kuan Spesifikasi Satuan (Rp) | Total (Rp)

Pekerjaan titas
Belanja Modal AIO ACER C24 1751 Core i7 1260P 8GB
Personal 512GB MX550 W11 DQ.BJ7SN.001
Computer -
Fasilitasi virtual Processor : Core i7 1260P
meeting dalam Operating System : Windows 11 + OHS 2021
kota Memory, standard : 8 GB DDR4 ,2 SLOT Up

to 32 GB

Komputer All 1 graphics : NVIDIAMX 550 with 2 GB of | 18.000.000,00 | 18.000.000,00
In One GDDR6

Storage : 512 GB M.2 2280 PCI-E SSD
Display : (23.8") Full HD, IPS panel , up to
91% screen body ratio, Touchscreen 60 Hz
Wireless connectivity : Wifi 6E & Blutooth 5.2
Audio : Built-in Speaker Stereo

Camera : 5.0 MP w/ 2 Stereo Microphone
ports :

4 USB Type A

1 USB tyoe C ; 1 USB Thunderbolt

1 HDMI Out ; 1 HDMI in

1 LAN Port

1 Audio Combo Jack

Power Adaptor : 135W

TDP : 28W

Warranty 3 Y Warranty ACER




Laptop Acer Swift Go (SFG14-71T-77AS)
Swift Go (SFG14-71-75HD)

_aptop 3 |- Processor : Intel® Core™ i7-13700H | 21.000.000,00 [ 63.000.000,-
processor (Intel Evo Certified)

- Operating System : Windows 11 Home

- Memory : 16 GB of LPDDRS Dual Channel
memory :

- Storage : 1TB SSD PCle Gen4, NVMe

- Display : 14-0" OLED, WQXGA+ (2880 x
1800), high-brightness (500 nits) Acer
CineCrystal™, 16:10, DCI-P3 100%, 90 Hz,
<0-2ms, Wide viewing angle up to 170
degrees, Mercury free, environment friendly
- Graphics : Intel® Iris® Xe Graphics 96 EU
- Ports : 2x USB Type-C port supporting:

USB Type-C port supporting: USB4 40Gbps,
DisplayPort over USB-C, Thunderbolt 4, USB
charging 5V; 3 A, DC-in port 20 V; 100 W
2x USB Standard-A ports, supporting:

1x HDMI® 2.1 port with HDCP support

1x Headphone/speaker jack

1x microSD Card reader

- Network & Communication : Killer Wi-Fi 6E
& Bluetooth 5.2

- Camera : Built-in Webcam (1440p QHD
Camera) - Keyboard : Backlit Keyboard

- Battery : 4-cell Lithium Ion (Li-Ion)

- Security Features :

Firmware Trusted Platform Module (TPM)
solution, Kensington lock slot

BIOS Passwords:User, Supervisor

Free Office Home and Student 2021

Garansi Resmi ACER Indonesia 3 Tahun

2 Years Parts & 3 Years Service

Total | 81.000.000,-

PPN 11% | 8.910.000,-

Jumiah 89.910.0_00,-

TERBILANG : Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah,
Sudah termasuk Pajak- Pajak

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang
diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah
Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan
atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu
per seribu) dari total nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama \ Untuk dan atas nama Penyedia
Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. NTT ({V. Tiga Putra Pratama
+ pejabat Pembuat Komitmen TA. 2024 % @a——- \ ,
, R
. E Y. L oT EALX127504832= __A == E RIZAL
manuel Y, Lamawa N .
L NIP. 19801220 200903 1 001 I Birekiur




10.

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi
teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

HARGA SPK

a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar Rp. 83.910.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta
Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sudah termasuk Pajak - Pajak;

b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.

HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh
penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan
tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang beriaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barangbahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK,-dan semua peralatan lersebut harus
dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperiukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus
dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

CACAT MUTU
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan.

PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK
mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku
alas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya
diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal 24 Mei 2024 s/d 06 Juni 2024 penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan
dalam Surat Pesanan.

b. Wakiu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja 24 Mei 2024 s/d 06 Juni 2024 yang tercantum dalam Surat Pesanan.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia
telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
adendum SPK.

ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk
pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang lidak dapat diduga;
2) pihak kefiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk
luntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian
berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal
penandalanganan berita acara penyerahan akhir;

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personi;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil dan/atau;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit alau kematian pihak lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan langgal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau

kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan

oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan

batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia alas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan

lersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

ae
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PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia Apabila
diperiukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. : y '

PENGUJIAN :

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi
Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewsjiban untuk menanggung biaya pengujian
tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serla menyslesaikan pekerjaan selambat{ambatnya pada Tanggal Penyelesaian
yang ditetapkan dalam SP.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan skibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan
atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

a Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan
pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasi pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah
PPK.

e. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f.  Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyediadengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar
oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain,
bahan, dan carakerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.

c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa masa
garansi berlaku.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti dan/atau melengkapi barang
dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.

e. JikaPenyedia tidak memperbaiki atau mengganti atau melengkapi barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan
ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbakan atau
penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

f.  Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi daftar hitam.

PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan
disetujui oleh para pihak, meliputi:
1)  menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurang jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4)  mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan..
¢.  Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwa;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak
ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7)  PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.




b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan lesaian pekerjaan maka PPK berkewaji
untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekqu:a':\)je e o

c. Gantirugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK,
dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyediatidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan
peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18.  PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika tefjadi Penshwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk
meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan
memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum
SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19.  PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang lelah dicapai, termasuk:
1) Dbiaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia
kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
2) biaya langsung demobilisasi personil.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau.pihak penyedia
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat
dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan
benar oleh instansi yang berwenang;
3) penyedia lalailcidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan;
penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
penyedia berada dalam keadaan pailit;
Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28
(dua puluh delapan) hari; dan/atau
i 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
& tercantum dalam SPK.
€. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisauang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat
dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAYARAN
ayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
1) Pembayaran dilakukan secara sekaligus 100% melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Cq. CV. Tiga Putra Pratama Nomor
- Rekening 2176 0100 0220 302 Bank BRI Unit Sudirman Kota Kupang;
edia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
aran dilakukan dengan secara sekaligus (LS);
an harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

LeJdsans

lerakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seralus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan

@n serta dengan bank garansi senilai sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan. g

wakiu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat

ayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

sesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta
ampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
tuk h:?:rayardenda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari [nilai SPK atau dari nilai bagian SPK] (tidak

an memolong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung




22.  PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengkela, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23.  LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik
langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar
terhadap SPK ini. ;




Dinas Komunikasl dan Informatika ()

provins| NTT
3 JALAN PALAPA NO. 11, KOTA KUPANG,
== OEBOBO, NUSA TENGGARA TIMUR,
-.,_FJ INDONESIA 85111
' PURCHASE ORDER
. PRATAMA KUPANG
A3 BOGENVILLE PERMAI, BLOK F NO 3, PENKASE OELETA.
| WUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR, KOTA KUPANG,
\ TENGGARA TIMUR,
85000
Pajak Pembeli sebagai Wapu (Wajib Pungut) Untuk Keperfuan
Bse Order e oaal Alamat Pengiriman Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi NTT |
mnsl PO 000.3.1/ 010/ PPK /KOMINFO.1 Jalan Palapa no.11 INDONESIA Oebobo Kota
Kupang Nusa Tenggara Timur 85111
tion QN-116244-240524-2 :
Alamat Taglhan Dinas Komunikasl dan Informatika provinsi NTT
ak % 9 Jalan Palapa no.11 INDONESIA Ogobo Kota
Dalam Pengiriman Kupang Nusa Tenggara Timur 85111
"srchase Order 24 Mei 2024 19:20 WIB Catatan untuk Penjual Barang Baru, baik sesuai Speksifikasi dan Siap
di gunakan )
|— g V Nama Produk e e kuanﬂhs Harga Satuan Pajak Total Harga B
E. —— : e —
AIO ACER C24 ; 251 v(‘:ore i7 1260P & ——— R; SI000I000
40417 8GB 512GB MX550 W11 1 P. 18.000.000,00 - ¥
J77838534567009 240 DQBI7SN 001 PPh 22 - 1.5% l;,lg'ao.ono,on
(270.000,00)
Rp. !
63.000.000,00
Laptop Acer Swift Go (SFG14-71T- g e,
{U78681394630616 240521 77AS) ¢ 3 Rp.  21.000.000,00 :E: 2211"1‘ o 6.930.000,00
2 Rp.
(945.000,00)
ngiiman : Lainnya Pengiriman dari lokasi penjual : Kota.Ku'Pang e
Sub Total Rp. 81.000.000,00
PPN-11% Rp. 8.910.000,00
Total Blaya Pengiriman Rp. 0,00
Total Transaksl Rp. 89.910.000,00
PPh 22 -1.5% Rp. (1.215.000,00)
Total Pembayaran Rp. 79.785.000,00

ang : Tujuh Puluh Sembilan Jute Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah
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o Kementerian
A Perindustrian
o REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesual dengan Peraturan Pemeriniah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industr,
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 lenlang Perubahan alas Peraturan Presiden
Nomot 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Perindustrian No. 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika, hasil verifikasi atas Capaian
Tingkat Komponen Datam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk . Laptop
Tipe © Acer _
Spesifikas: . Celeron - Intel Core i7, Memory RAM 4GB ~ 64GB,

Kapasitas Penyimpanan 64GB ~ 1TB SSD & 500 GB ~ 2T8
HDD, Layar 11.6" — 14”

Kode HS ¢ 84713020

Merk © acer

Nilaj TKDN . 26,55%

Terbilang . Dua puluh enam koma lima ima persen
Standard Produk z

Sertifikat Produk R

No. Laporan . LPA-0759/PK-3219/PTKDNKOM-INFRAS/IV/22

yang telan ditandasahkan oleh Kementenan Penndustnan dan beriaku 3 tahun terbitung Sejak
tanggal tanda sah,

diberikan kepada.

Nama Penusahaan . PT Acer Manufactuning Indonesia
Alarnal . The Plaza Office Tower L1.42 JI. MH. Thamrin Kav.28-30,

Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusal, DKI Jakarta
NPWP . 03.203.416.7-076.000
Janis ingustn Industri Kormputer Dan/atau Perakitan Komputer (K8L!Y:

. 26210)

No. Tanda Sah 1207/SJ-IND.B/TKDN/4/2022

Jakarta, 22 April 2022

L))
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%2 BERITA ACARA SERAH TERIMA
i % DN-240524-298
feisa strugyle

alui dokumen Berita Acara Serah Terima Transaksi Mbizmarket, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

vanuel Y. Lamawato PPK 2017
»K Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi NTT

slan Palapa No. 11, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, INDONESIA, 85111
i sebut PIHAK PERTAMA (Pembeli Barang/Jasa)

OSE RIZAL
OMISARIS TIGA PUTRA PRATAMA KUPANG

2rum bogenville permai , blok f 3, penkase oeleta. kupang - nusa tenggara timur, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur,
IDONESIA, 85000

isebut PIHAK KEDUA (Penyedia Barang/Jasa)

engan ini menyatakan bahwa:
THAK KEDUA telah menyerahkan barang sesuai yang dijelaskan dibawah pada alamat tujuan sesuai dengan:

jomor Purchase Order : PO-116244-240524-1
anggal Dikirim: : 25 Mei 2024

asa Pengiriman: : Lainnya - By_TPP
{omor Resi: : TPP_KMNF.NTTO02
‘anggal Diterima: . . 28 Mei 2024

lama Penerima: : Emanuel Y. Lamawato

)IHAK PERTAMA telah memeriksa dan menerima dengan baik pesanan dengan rincian sebagai berikut:.

No. SKU Nama Produk Kuantitas

1. SKU77938534567009 240417  AlO ACER C24 1751 Core i7 1260P 8GB 512GB MX550 W11 DQ.BJ7SN.001 1

2. SKU78681394630616 240521  Laptop Acer Swift Go (SFG14-71T-77AS) 3
TOTAL KUANTITAS 4

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenamya yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penyedia Barang/Jasa PPK/KPA/PA

ma amawato PPK 201

KOMISARIS TIGA PUTRA PRATAMA KUPANG PPK Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi NTT
NIP




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JI. Palapa Nomor 11 Kupang 85111 Telp/Fax : (0380) 821294
Pos-el: diskominfo@nttprov.go.id, aduan.diskominfo@nttprov.go.id
Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id,
www.ppidutama.nttprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 900.1.7.1/216/KOMINFO1.2/KEP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang

Mengingat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

~

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa

1.

lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa
Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Tahun Anggaran 2024,

. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada

Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi
syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa
Tenggara Timur tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
sumber pendanaannya berasal dari APBD dan Perubahan
APBD Provinsi NTT pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43559);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015



Menetapkan
KESATU

KEDUA

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia. Tahun 2018 Nomor 33) perubahan
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan. dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

' Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

. pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2024 :

Nama : Emanuel Yosep Lamawato, ST

NIP : 19801220 200903 1 001

Pangkat/Gol. : Penata TK.I / Illd

Sertifikat Ahli PBJ Tk Dasar Nomor : 031304237917521

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU Keputusan ini memiliki tugas pokok dan
kewenangan sebagai berikut:
a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
yang meliputi:
1) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
Dalam menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan
Kerja (KAK) tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi
teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/
rekomendasi dari pengguna/ penerima akhir.

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3) Rancangan Kontrak.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
Menandatangani Kontrak;

Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan
Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran,;
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

NnH LN~

‘
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di F GARM >
Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupar ‘—"\_/ ]
Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; o
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang:
Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
Pengguna Anggaran setiap triwulan;

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU Keputusan ini selain memiliki tugas pokok dan
kewenangan sebagaimana diatur pada Diktum KEDUA
Keputusan ini, dalam hal diperlukan, dapat:
a. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran:

1) Perubahan paket pekerjaan;

Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan
dapat terjadi perubahan total nilai paket pekerjaan
maupun Harga Satuan.

2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

3) Menetapkan tim pendukung;
Tugas pokok dan kewenangan serta persyaratan tim
pendukung ditetapkan oleh PPK;

4) Menetapkan tim teknis atau tenaga ahli .

b. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia Barang/Jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi NTT selaku Pengguna Anggaran.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerzh
(APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
Pacda tanggal 15 Desember 2023

s Komunikasi dan Informatika

PARAF HIERARKI

SEKRETARIS
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